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PUTUSAN
Nomor 2726/Pdt.G/2024/PA.JS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama
dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Asisten Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Jakarta

Selatan, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan,
namun sekarang tidak diketahui keberadaannya (Ghoib),
baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik

Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal
13 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta
Selatan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor
2726/Pdt.G/2024/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
1.1. Bahwa, pada tanggal 01 Januari 1994 Penggugat dan Tergugat
telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah
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Penggugat yang beralamat di wilayah hukum Kantor Urusan Agama
Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya ayah kandung
Penggugat yang bernama Saiman, saksi nikahnya masing-masing
bernama:
a. Taryaman (Saudara Penggugat);
b. Masli (Saudara/kakak Penggugat);
Mas kawin berupa Cincin Emas Seberat 2 Gram dibayar tunai dan tidak
ada perjanjian pernikahan;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Janda
usia 20 tahun dan Tergugat berstatus Duda usia 25 tahun:
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendapat atau
mengurus akta nikah tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Nomor
B.906/KUA.09.1.7/PW.01/07/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan,
tertanggal 18 Juli 2024;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat
di Jalan H. Gandun Nomor 25C Rt.008 Rw.008, Kelurahan Lebak Bulus,
Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan;
6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan telah
dikaruniai 2 (dua) anak bernama:
6.1. Abdul Aziz Rezandi, laki-laki, lahir di Jakarta, 11 Februari 1997, usia
27 tahun:
6.2.Putri Yasmin, perempuan, lahir di Jakarta, 20 Mei 2004, usia 20
tahun;

7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang
mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan selama itu pula
Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam, oleh karenanya
Penggugat membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama
Jakarta Selatan, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus

Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
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8. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan

Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak awal tahun 2005

keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah,

disebabkan:

8.1. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai suami dan
kepala keluarga, seperti kurang memberikan nafkah lahir
(keuangan) kepada Penggugat dan anak;

8.2. Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain yang diketahui oleh
Penggugat lewat handphone Tergugat;

8.3. Bahwa Tergugat tidak terbuka dengan urusan pribadi kepada
Penggugat

8.4. Bahwa Tergugat tidak peduli dan perhatian dengan Penggugat dan
anak

8.5. Bahwa Tergugat ketika bertengkar dengan Penggugat sering diam
dan pergi meninggalkan kediaman bersama, sehingga tidak ada
usaha untuk memperbaiki dan menyelesaikan masalah tersebut,

9. Bahwa, selanjutnya pada akhir tahun 2017, Tergugat telah pergi

meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan

selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar
serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik

Indonesia (Ghoib) dan untuk menguatkan gugatannya, Penggugat

melampirkan surat keterangan ghoib yang dikeluarkan oleh Kelurahan

Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan dalam Nomor

422/A1.2/31.74.06.1002/4/PU.04.00/e/2024 tanggal 08 Agustus 2024;

10. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Pengugat telah

menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan

Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup

lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya

Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi

Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
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11. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat
telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19
PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

12. Bahwa, Penggugat sanggup menanggung seluruh biaya yang
timbul akibat perkara ini;

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon
agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan segera memeriksa,
selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai
berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat
(TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1994 di
wilayah kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan;

3. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughro Tergugat (Sahuri Bin Raksah)
terhadap Penggugat (Salamah Binti Saiman);

4. Menentapkan biaya perkara Menurut hukum;

SUBSIDER:

Dan atau apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono);

SUBSIDER :

Dan atau apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah
datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat
panggilan Nomor 2726/Pdt.G/2024/PA.JS yang dibacakan di persidangan,
Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan

yang sah;
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Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak
pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar
tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi
upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan
Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak
dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi KTP Penggugat, Bukti surat tersebut telah bermaterai,
telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai (Bukti P.1);

2. Asli dan Fotokopi Surat Keterangan Nomor
B.906/KUA.09.1.7/PW.01/ 07/2024, di keluarkan oleh Kepala KUA
Kecamatan Cilandak, tanggal 18 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah
bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai (Bukti P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 422/Al1.2f/31.74.06.1002/4/
PU.04.00/e/2024, dikeluarkan oleh Lurah Lebak Bulus tanggal 08
Agustus 2024 Kecamatan Cilandak. Bukti surat tersebut telah
bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai (Bukti P.3);

2. Bukti Saksi.

1. Sadiah binti Saiman, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di JI. H. Gandun No. 25

RT 008 RW 008 Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Jakarta Selatan, di
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bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya

sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugata dan Tergugat, karena
saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang
menikah pada tahun 1994 di wilayah hukum Kantor Urusan
Agama Kecamatan Cilandak dan kini sudah dikaruniai anak dua
orang ;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat
dan Tergugat, sebagai wali nikah adalah ayah kandung
Penggugat bernama Saiman, dngan ijab gabul, dengan
disaksikan dua orang saksi nikah yaitu Taryaman (saudara
Penggugat) dan Masli (kakak Penggugat), dengan mahar cincin
emas 2 gram tunai;
- Bahwa, status pernikahan, Penggugat berstatus janda dan
Tergugat berstatus duda ;
- Bahwa menurut saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat
tersebut telah memenuhi syarat rukun pernilkahan menurut
agama Islam. Dan tidak ada masyarakat yang membantah
dengan pernikahan penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di
kantor urusan Agama setempat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sudah tidk harmonis dan sering bertengkar ;
- Bahwa saksi mengetahui mereka tidak harmonis dan sering
bertengkar sejak awal tahun 2005 yang lalu ;
- Bahwa Penyebab pertengkaran adalah karena masalah
ekonomi dalam rumah tangga yang tidak mencukupi, Tergugat

memiliki wanita idaman lain;
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- Bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan
Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak
akhir tahaun 2017 yang lalu sampai sekarang karena Tergugat
pergi dari rumah kediaman bersama tanpa seizin Penggugat dan
tidak diketahui alamat keberadaannya,;

- Bahwa sejak pisah, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah
untuk Penggugat; dan tidak ada harta yang ditinggalkan;

- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, namun
tidak ditemukan;

- Bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat agar tidak bercerai,
namun tidak berhasil;

2. Mahro bin Saiman, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di JI. H. Gandung RT 008 RW 008
Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Jakarta Selatan, di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugata dan Tergugat,
karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang
menikah pada tahun 1994 di wilayah hukum Kantor Urusan
Agama Kecamatan Cilandak dan kini sudah dikaruniai anak dua
orang ;

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat
dan Tergugat, namun saksi tidah hadir, sebagai wali nikah adalah
ayah kandung Penggugat bernama Saiman, dengan disaksikan
dua orang saksi nikah yaitu Taryaman (saudara Penggugat) dan
Masli (kakak Penggugat), dengan mahar cincin emas 2 gram
tunai;

- Bahwa, status pernikahan, Penggugat berstatus janda dan
Tergugat berstatus duda ;

- Bahwa menurut saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat

tersebut telah memenuhi syarat rukun pernilkahan menurut
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agama Islam. Dan tidak ada masyarakat yang membantah
dengan pernikahan penggugat dan Tergugat;

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di
kantor urusan Agama setempat;

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat ;

- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sudah tidk harmonis dan sering bertengkar ;

- Bahwa saksi mengetahui mereka tidak harmonis dan sering
bertengkar sejak awal tahun 2005 yang lalu ;

- Bahwa Penyebab pertengkaran adalah karena masalah
ekonomi dalam rumah tangga yang tidak mencukupi, Tergugat
memiliki wanita idaman lain;

- Bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan
Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak
akhir tahaun 2017 yang lalu sampai sekarang karena Tergugat
pergi dari rumah kediaman bersama tanpa seizin Penggugat dan
tidak diketahui alamat keberadaannya;

- Bahwa sejak pisah, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah
untuk Penggugat; dan tidak ada harta yang ditinggalkan;

- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, namun
tidak ditemukan;

- Bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat agar tidak bercerai,
namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan
tanggapannya;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada
pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan;
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Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu
yang tercatat dalam Berita Acara Sidang (BAS) dianggap telah termasuk dan

merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)
Nomor 2726/Pdt.G/2024/PA.JS yang dibacakan di persidangan, Tergugat
telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak
datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan hanya
Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya
mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat
dilaksanakan, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 130 ayat 1 HIR jo
Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis telah
berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan
perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak
ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan
Pasal 125 (1) HIR., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara
verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR,
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim
membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;
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Menimbang, bahwa vyang dijadikan dasar bagi Penggugat
mengajukan gugatannya kepada Tergugat dengan alasan bahwa rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada awalnya berjalan rukun dan
harmonis, namun sejak tahun 2005 sudah mulai tidak rukun, sering terjadi
pertengkaran, yang disebabkan karena masalah ekonomi dalam rumah
tangga yang tidak mencukupi, Tergugat mempunyai wanita idaman lain, yang
pada akhirnya telah berpisah rumah sejak akhir tahun 2017 karena Tergugat
pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat dan sudah sama-
sama tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing
sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga Penggugat merasakan hidup
berumah tangga dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini
perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan
alasan-alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat
telah membawa bukti tertulis berupa P.1 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi KTP. atas nama
Penggugat sendiri yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai
akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai
dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi
bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat beralamat di wilayah Kota
Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, menjelaskan mengenai domisili tempat
kediaman Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil
dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah surat autentik, yakni Fotokopi
surat Keterangan atas nama Penggugat dan Tergugat yang menurut
penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti,

oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti bahwa pernikahan
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Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama
Kecamatan Cilandak ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah surat autentik, yakni Fotokopi
surat Keterangan ghoib atas nama Penggugat. Membuktikan bahwa
Penggugat dan Tergugat dahulu berkeluarga di wailayah Kelurahan Lebak
Bulus, namun sekarang Tergugat sudah pergi tidak diketahui alamt
keberadaanya dan tidak tinggal bersama Penggugat hingga saat ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi
yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan
dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang
memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,
keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain
dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta
tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua
saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi
sebagaimana maksud Pasal 144, 147 dan Pasal 171 (1) HIR, oleh karena
kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti
tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-
fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah sejak
tanggal 01 Januari 1994 dan telah dikaruniai 2 orang anak orang anak;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tetrgugat tersebut dengan wali
nasab, ayah kandung Penggugat bernama Saiman, dengan ijab gabul,
dengan disaksikan dua orang laki-laki sebagai saksi nikah yaitu
(Taryaman dan Masli) dengan mahar cincin emas 2 gram tunai

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan damai;
-Bahwa sejak akhir tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat tanpa seizin Penggugat dan sudah tidak diketahui
keberadan dan alamatnya di wilayah RI;
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- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat
dan tidak ada harta yang ditinggalkannya;

- Bahwa pihak Penggugat telah berusaha mencari keberadaan
Tergugat, namun tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut maka dapat disimpulkan
bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tanggal 01
Januari 1994 tersebut telah memenuhi syarat rukun pernikahan
sebagaimana ketentuan pasal 114 Kompilasi hukum Islam; sehingga
ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah
terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas majelis
hakim juga berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
sudah dapat dikatakan pecah dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk
membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa sesuai dengan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan dan diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat
(suami isteri) untuk bergaul dengan baik sebagaimana firman Allah dalam
surat an-Nisa :19;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, ternyatalah
bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terpisah dari kehidupan
rumah tangga serta tidak saling memperdulikan satu sama lain sebagaimana
layaknya suami istri sejak akhir tahun 2017, hal mana telah menunjukkan
bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah
tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmabh,
sehingga oleh karenanya dari fakta tersebut telah menunjukkan pula bahwa
Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang
bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di
atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan dalam rumah
tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (Marriage breakdown) yang

sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga dengan demikian rumah tangga yang
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seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang
dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan
perkawinan seperti yang dimaksud dalam Firman Allah swt dalam Surat Ar
Rum ayat 21 dan jikapun rumah tangga mereka akan tetap dipertahankan,
pastilah, baik Penggugat maupun Tergugat sebagai suami istri tidak akan
dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana maksud
Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam
sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah
tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan
sesuai gqaidah Fighiyyah yang berbunyi :

‘tdloo ol 1> (e pa 6 03wl 2 ollsl,>
Artinya : Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga
kemaslahatan:;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa terdapat fakta hukum
yang cukup untuk menyatakan bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh
Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum serta telah
memenuhi unsur yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 1 tahun 1974 Tentang Pekawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam, Pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang
Pekawinan dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu
gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak
satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan
Agama Jakarta Selatan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana
maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat)
meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya

(Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;
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Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan dan gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak
melanggaar hak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 (1) HIR., gugatan
Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi
tidak hadir.

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat
(TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1994 di
wilayah kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan;

4. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT).

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu
rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 Masehi
bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Dr. Drs. H.
Rokhmadi, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Enas Nasrudin, S.H.,
M.H. dan Drs. Suyadi, M.H.,, masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk
umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan
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didampingi oleh Oebaydillah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis,
ttd ttd
Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H. Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.

Drs. Suyadi, M.H.
Panitera Pengganti,

Oebaydillah, S.Ag.

Perincian biaya :

- PNBP 'Rp 60.000,00
Biaya Proses : Rp 100.000,00
Panggilan :Rp 1.200.000,00

- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000.00
Jumlah :Rp 1.380.000,00

(satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Akhmad Sahid, S.H.
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